
 
BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 20 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan 

pembangunan serta guna memberi pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) serta Perubahan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 

2021, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamasa Tahun 2021, perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamasa Tahun 2021. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah TK II Di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 136); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 



telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 590); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor   

1781); 

  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 

2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 93); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2015 Nomor 151); 

  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2018-2023 () sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamasa Nomor Tahun 2021); 



  23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021. 

Pasal I 

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 15) 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

               Ditetapkan di Mamasa 

               pada tanggal, 14 Agustus 2021 

               BUPATI MAMASA, 

         ttd. 

               RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 14 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

        ttd. 

ARDIANSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 20 

 

 

 

 

 

 


